Dipindai dengan CamScanner




TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama ! M.SUBARKAH

NIM : 011500376

Program Studi ¢ ILMU HUKUM

Jurusan +  ILMU HUKUM

Judul Skripsi :  TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PT. KAl

TERHADAP PENGIRIMAN BARANG MUATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Palembang, 3 Desember 2019

DISETUJjUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama, Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH ROSALINDA, SH,MH

Dipindai dengan CamScanner



FANGGUNGIAWAR PENGANGKUT PT KAI TERHADAP PENGIRIMAN
FARANG MUATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
UAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

L ARARKAN Pembimbing Pertama,

erbover e Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
‘ ‘ Pembimbing Kedua,

ROSALINDA, SH., MH.

Pengangkuta ABSTRAK |
“eingtuin baangharang dengan kereta api seringkali tidak sampai

. -

\A“ -

SehRgge hpes mengakibatkan kerugian. Dalam keadaan seperti inilah penerima
harang CIpat menuntut ganti kerugian kepada PT Kereta Api Indonesia, terkecuali
. '\"‘gsr-;k_i dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita tersebut atas
(esalahan penginm vang tidak mau mentaari pera ;s dari PT K Api

indoncsia, Cacal yang telah melekat pada barang itu sendiri atau dalam keadaan
i MS’-‘: menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
Slasuian cengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab perdata PT Kereta
Api Indonesia jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang muatan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan serta bagaimanakah
mnggung jawab perdata PT KAl jika terjadi resiko dalam pengiriman barang muatan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan.

Tanggung jawab perdata PT KAl jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman
berang muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkerstaapiasn dimulai pada saat barang-barang telah diterima untuk diangkut
sampai diserahkan kembali kepada pihak penerima atau bisa juga pihak ketiga
maupun pihak pengirim itu sendiri, tentu saja dalam hal penyerahan ini harus terjadi
pada wakm yang telah ditentukan. dan keadaan barang-barang dalam keadaan utuh
den lengkap, tetapi jika barang yang diangkut rusak, hilang atau terlambat sampai
dangan penerima barang dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan, hilangnya atau
keterlambatan sampai ditangan penerima barang discbabkan karena kesalahan atau
kelalaian dari pihak pengangkut (PT Kereta Api Indonesia), maka PT Kereta Api
Indonesia harus mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang
o s ey T ok e 7 e
msiko dalam iri barang muatan omor un 20
“ang Puku:;p.m menjelaskan bahwa Penyelenggara Prasarana Perkeretazpian
t"uhl:‘lan‘ggl.mgjawnb terhadap kmmmmmm
£eadaan memaksa.

Kata Kung - Tanggung Jawab, PT KAL Wanprestasi, Resiko.
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BABIV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji, penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut :

I. Tanggung jawab perdata PT Kereta Api Indonesia jika terjadi wanprestasi
dalam pengiriman barang muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan dimulai pada saat barang-barang telah
diterima untuk diangkut sampai diserahkan kembali kepada pihak penerima
atau bisa juga pihak ketiga maupun pihak pengirim itu sendiri, tentu saja
dalam hal penyerahan ini harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan,
dan keadaan barang-barang dalam keadaan utuh dan lengkap, dengan kata
lain tidak kurang dan tidak rusak, tetapi jika barang yang diangkut rusak,
hilang atau terlambat sampai ditangan penerima barang dan dapat
dibuktikan bahwa kerusakan, hilangnya atau keterlambatan sampai
ditangan penerima barang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari
pihak pengangkut (PT Kereta Api Indonesia), maka PT Kereta Api
Indonesia harus mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian
pengangkutan yang ditulis dalam surat muatan barang.

2. Tanggung jawab perdata PT Kereta Api Indonesia jika terjadi resiko dalam
pengiriman barang muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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